SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 138 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

Menimbang

Mengingat

PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas, dan
kelancaran pelaksanaan pemberian Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) sebagai implementasi dari
pendanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) sebagai landasan pembuatan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan
Pendidikan Dasar;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan



Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/
2019 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/ 2019 Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 101);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan  Atas Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 364);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan



Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 640);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut.

Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Satdikdas adalah
jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi
jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang
sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada
satuan pendidik yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau
bentuk lain yang sederajat.

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut BOS
Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan
pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana
alokasi khusus nonfisik.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut BOS
Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik
dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang
ditetapkan oleh Kementerian.

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut BOS
Afirmasi adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah
Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut
BOSDA adalah program Pemerintah Daerah dimana dananya berasal
dari APBD Kabupaten yang dialokasikan bagi operasional satuan
pendidikan dasar, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengenai kewajiban daerah
dalam penyediaan dana sharing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut
RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan
untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun
rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanah Laut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian dana
BOS dan dana BOSDA optimal, efektif, dan lancar.

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai:

a. pedoman dalam pengelolaan dana BOS dan dana BOSDA; dan

b. pedoman dalam penyusunan RKAS.



BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS DAN DANA BOSDA

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

Penggunaan dana BOS dan dana BOSDA dilakukan berdasarkan prinsip:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS dan dana BOSDA dikelola
sesuai dengan kebutuhan sekolah;

efektifitas, yaitu penggunaan dana BOS dan dana BOSDA diupayakan
dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai
tujuan pendidikan di Sekolah;

efisiensi, yaitu penggunaan dana BOS dan dana BOSDA diupayakan
untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal
mungkin dengan hasil yang optimal;

akuntabilitas, yaitu penggunaan dana BOS dan dana BOSDA dapat
dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

transparansi, yaitu penggunaan dana BOS dan dana BOSDA dikelola
secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan
sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Bagian Kedua
Dana BOS

Paragraf Ke-1
Pengelolan Keuangan Dana BOS dan Tim Manajemen BOS

Pasal 4

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
menetapkan PPKD dana BOS setiap Satdikdas Negeri Kabupaten
Tanah Laut dengan Keputusan Bupati.

PPKD dana BOS setiap Satdikdas Negeri Kabupaten Tanah Laut terdiri
dari:

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

PA;

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Penanggung Jawab Dana BOS; dan

. Bendahara Dana BOS.

Bupati menetapkan PPKD dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.

© a0 op



(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(1)

Pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim
Manajemen BOS Kabupaten, yang ditetapkan oleh Bupati dengan
susunan keanggotaan terdiri dari:

a. Bupati sebagai Pengarah [;

b. Wakil Bupati sebagai Pengarah II;

c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Penanggung

Jawab;

d. Tim Pelaksana Program Dana BOS Kabupaten terdiri dari:

1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai Ketua
Tim Pelaksana;

2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Bidang
Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai Sekretaris Tim
Pelaksana; dan

3) Staf Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai Anggota Tim
Pelaksana.

Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten sesuai
dengan juknis BOS yang berlaku.

Penanggung jawab dana BOS pada Satdikdas Negeri dan Swasta
dijabat oleh Kepala Satdikdas sesuai dengan kewenangannya dan
bertanggung jawab atas belanja dana BOS yang dikelolanya.
Bendahara Dana BOS berasal dari Tenaga Kependidikan Non Guru
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan memiliki tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Tenaga Kependidikan Non Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tidak tersedia, Bendahara Dana BOS dapat ditunjuk dari
Tenaga Kependidikan Guru yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Apabila tidak terdapat tenaga yang sesuai persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), maka Bupati sesuai kewenangannya dapat
menugaskan Kepala Satdikdas Negeri untuk merangkap sebagai
Bendahara Dana BOS.

Pengelolaan dana BOS untuk Satdikdas Swasta, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-2
Alokasi dan Komponen Penggunaan Dana BOS

Pasal 5

Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah
penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan
dengan jumlah Peserta Didik yang memiliki Nomor Induk Siswa
Nasional pada Data Pokok Pendidikan atau sesuai dengan peraturan
petunjuk teknis BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan beserta perubahannya.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Penyaluran dana BOS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran
dana alokasi khusus nonfisik.

Alokasi dan Pengelolaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang mengatur
dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Dana BOS yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai
operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, antara lain:
penerimaan Peserta Didik baru;

pengembangan perpustakaan;

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;

administrasi kegiatan Sekolah;

pengembangan profesi guru dan Tenaga Kependidikan;

langganan daya dan jasa;

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;

penyediaan alat multi media pembelajaran;

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau
praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan,
pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
dan

T pE e a0 o

k. pembayaran honor.
Pasal 6

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

huruf i hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen)

dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh

Sekolah dan/atau menyesuaikan perubahan peraturan petunjuk

teknis BOS yang berlaku.

Dalam menggunakan dana BOS, Sekolah menentukan komponen

penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

kebutuhan.

Dalam menggunakan dana BOS, Sekolah tidak boleh menggunakan

dana BOS Reguler untuk:

a. disimpan dengan maksud dibungakan;

b. dipinjamkan kepada pihak lain;

c. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS
Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;

d. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik
baru dalam jaringan;

e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;

f.  membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

g. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi Guru atau Peserta
Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

h. digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan
kategori kerusakan sedang dan berat;

i. membangun gedung atau ruangan baru;



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

j- membeli saham;

k. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan,
sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau
perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga
di luar Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan/atau

Kementerian;

l.  membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber
dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber
lainnya;

m. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

n. bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku
kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.

Paragraf Ke-3
Penyusunan dan Penetapan RKAS

Pasal 7

Sekolah dan Komite Sekolah wajib melaksanakan pendataan pemetaan
dan analisis kemampuan sosial ekonomi orang tua Peserta Didik baru
sebagai bahan penyusunan RKAS BOS baik BOS Reguler, BOS
Afirmasi maupun BOS Kinerja, pada awal tahun anggaran.

Pengurus Komite Sekolah yang meliputi Pengurus Komite Sekolah dan
Guru dan Pegawai Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya membuat
dan mengajukan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun mendatang.

Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian
dituangkan dalam RKAS selama 1 (satu) tahun anggaran disampaikan
kepada Kepala Sekolah, untuk dibahas dan ditetapkan sesuai
kebutuhan dan skala prioritas untuk menjamin ketersediaan dana.
RKAS sesuai hasil kesepakatan rapat ditandatangani oleh Kepala
Sekolah dan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah.

RKAS disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk
dilakukan evaluasi guna mendapat persetujuan.

Apabila menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan, maka
pihak sekolah wajib memperbaiki dan menyempurnakan RKAS
dimaksud.

Pasal 8

Satdikdas menyusun Rencana Belanja Dana BOS atau RKAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan dalam 3 (tiga) jenis
belanja, yaitu:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa; dan

c. belanja modal.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

10

Penyusunan Rencana Belanja Dana BOS atau RKAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan
dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-4
Pembelanjaan Dana BOS

Pasal 9

Pembelanjaan dana BOS dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan
barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan riil yang
diperuntukkan sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekolah sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang berlaku
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkesesuaian
dengan pelaksanaan pengelolaan dana BOS.

Belanja modal untuk perbaikan sarana dan prasarana Sekolah
berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-5
Pembayaran Honorarium

Pasal 10

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4) huruf i disediakan untuk pembayaran honorarium Tenaga Guru
Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Non Pegawai
Negeri Sipil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guru Tidak Tetap (GTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Guru Tidak Tetap (GTT) bukan merupakan pengangkatan baru,
memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan
yang telah tercatat pada laman Dapodik terkecuali untuk Guru Tidak
Tetap (GTT) pengangkatanbaru yang diangkat sebagai pengganti Guru
Pegawai Negeri Sipil/Guru Tidak Tetap (GTT) yang umurnya telah
memasuki masa pensiun atau Guru Pegawai Negeri Sipil/Guru Tidak
Tetap (GTT) yang telah meninggal dunia.

Guru Tidak Tetap (GTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan honorarium mengajar dengan besaran maksimum
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam pelajaran per minggu,
selama 1 (satu) tahun ajaran.

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah Tenaga Pesuruh Sekolah, Petugas Keamanan/Satpam,
Petugas Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Petugas Tata Usaha,
Petugas Laboratorium, Petugas Perpustakaan, Pelaksana
Ekstrakurikuler, dan Pegawai lainnya, yang bukan pengangkatan baru
terkecuali Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tenaga Pendidik



(9)

11

pengangkatan baru yang diangkat

sebagai pengganti Tenaga

Kependidikan Tidak Tetap Tenaga Pendidik yang telah pensiun atau

yang telah meninggal dunia.

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan honorarium dengan besaran maksimum Rp1.250.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu)

tahun ajaran.

Pasal 11

Guru Tidak Tetap (GTT) untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama yang diberikan tugas tambahan sebagai penunjang kelancaran

penyelenggaraan

sekolah dapat diberikan tambahan

insentif selama

maksimum 10 (sepuluh) bulan, dengan besaran sebagai berikut:

a.

b.

Pengelola Perpustakaan

Pengelola Laboratorium IPA

Pengelola Laboratorium Keterampilan
Pengelola Laboratorium Bahasa
Pengelola Laboratorium Komputer
Pengelola  Laboratorium  Komputer
Jaringan

Pengelola Koperasi Siswa

Pembina OSIS

Pembina Pramuka

Pembina Olahraga/Prestasi

Pembina PMR/UKS

Pembina Drum Band/ Marching Band
Pembina Kegiatan Keagamaan
Pembina Paskibra

Pembina KIR

Pembina Habsyi/Hadrah

Pembina Majalah Dinding

Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima
ribu rupiah) per bulan;
Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per bulan;

puluh
puluh
puluh
puluh
puluh
puluh

puluh

puluh

Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per bulan;
Rp50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah) per bulan;
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Pembina Kesenian Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per bulan;
dan/atau

Pengelola Kurikulum Rp100.000,00 (seratus ribu

rupiah) per bulan.
Pasal 12

Guru Tidak Tetap (GTT) yang diberikan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan insentif secara rutin selama
10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan maksimal pembayaran hanya
untuk 3 (tiga) jenis tugas tambahan.

Tenaga Ahli untuk Narasumber Teknis/Instruktur/Pelatih Kegiatan
Ekstrakurikuler yang bersifat memiliki keterampilan khusus dan
langka dapat diberikan honorarium maksimal Rp50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) per kegiatan.

Bagian Ketiga
Dana BOSDA

Pasal 13

Pengaturan terkait dana BOSDA mutatis mutandis ketentuan Pasal 4
sampai dengan Pasal 12 Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan
sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian
pedoman bimbingan supervisi konsultasi pendidikan dan bimbingan
teknis.

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
perencanaan dan penyusunan RKAS, pelaksanaan, penatausahaan,
dan akuntansi keuangan Sekolah, pertanggungjawaban keuangan
Sekolah, pemantauan, dan evaluasi.

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan
RKAS, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi keuangan
Sekolah, dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik
secara menyeluruh kepada seluruh Sekolah maupun kepada Sekolah
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tertentu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan pengelolaan keuangan Sekolah dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pengawasan.
Pengawasan pengelolaan keuangan Sekolah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Sekolah
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
bidang Pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Sumber
Dana Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah
(BOMMDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 12); dan

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (APBS) Sumber Dana Kegiatan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA) dan Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015
Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Oktober 20
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 138



